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AN ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY IN THE CLEARANCE OF
TEMPORARY IMPORTS UNDER ADMISSION
TEMPORAIRE/TEMPORARY ADMISSION (ATA) CARNETS THAT ARE
NOT RE-EXPORTED: A REVIEW OF NATIONAL REGULATIONS AND
INTERNATIONAL CONVENTIONS

Tri Utama Kembaren*

ABSTRACT

This study examines legal certainty in the regulation and settlement
of temporarily imported goods using the Admission Temporaire/Temporary
Admission (ATA) Carnet that are not re-exported within the prescribed
period. It aims to analyze the consistency between national customs
regulations and the Convention on Temporary Admission (Istanbul
Convention 1990), as well as to identify legal issues arising in practice.

This research employs a normative legal method with a qualitative
approach through a literature study of statutory regulations, international
conventions, court decisions, and legal doctrines. The analysis focuses on
legal norms governing responsibilities, sanctions, and dispute settlement
mechanisms.

The results show that the implementation of ATA Carnet in
Indonesia still creates legal uncertainty, particularly regarding the division
of responsibilities among carnet holders, representatives, and the national
guaranteeing association, as well as the determination of administrative
sanctions for failure to re-export goods. Therefore, harmonization between
international and national legal frameworks is required to ensure legal
certainty.
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DIRE-EKSPOR: TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN NASIONAL
DAN KONVENSI INTERNASIONAL
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INTISARI

Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pengaturan dan
penyelesaian sengketa terhadap barang impor sementara menggunakan
Admission Temporaire/Temporary Admission (ATA) Carnet yang tidak
dire-ekspor dalam jangka waktu yang ditentukan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis keselarasan antara ketentuan hukum nasional
dengan konvensi internasional serta mengidentifikasi permasalahan
kepastian hukum yang timbul dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya hukum kepabeanan
Indonesia, Konvensi Istanbul 1990, putusan pengadilan, serta literatur
hukum yang relevan. Analisis dilakukan terhadap norma hukum yang
mengatur tanggung jawab para pihak, sanksi administratif, dan mekanisme
penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ATA Carnet di
Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait
pembagian tanggung jawab antara pemegang carnet, representative, dan
lembaga penjamin nasional, serta ketidakjelasan mekanisme penetapan
sanksi atas keterlambatan re-ekspor. Kondisi ini menunjukkan perlunya
harmonisasi antara ketentuan internasional dan regulasi nasional guna
menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Kata kunci:
kepastian hukum, impor sementara, ATA Carnet, hukum kepabeanan,
sengketa
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A. Pendahuluan

1.

Latar Belakang

Fasilitas impor sementara merupakan salah satu mekanisme dalam
sistem kepabeanan yang memungkinkan barang dari luar negeri masuk ke
wilayah pabean untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu tanpa
dikenakan kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak impor secara
langsung. Fasilitas ini diberikan dengan ketentuan bahwa barang tersebut
harus dikeluarkan kembali dari wilayah pabean setelah masa
penggunaannya berakhir.

Dalam praktik perdagangan internasional, mekanisme tersebut
sering dilaksanakan melalui sistem Admission Temporaire/Temporary
Admission (ATA) Carnet, yaitu dokumen kepabeanan internasional yang
diakui oleh negara-negara peserta Konvensi Istanbul. Melalui sistem ini,
pelaku usaha dapat membawa barang ke berbagai negara untuk tujuan
tertentu, seperti pameran, demonstrasi produk, atau kegiatan profesional
lainnya, tanpa harus melalui prosedur kepabeanan yang kompleks di setiap
negara tujuan.

Meskipun demikian, permasalahan hukum dapat muncul ketika
barang yang dimasukkan melalui fasilitas impor sementara tidak dire-
ekspor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Keadaan tersebut
menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran bea
masuk, pajak impor, serta kemungkinan pengenaan sanksi administratif.
Dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut seringkali menimbulkan
perbedaan penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab atas
kewajiban kepabeanan, mekanisme penghitungan sanksi, serta prosedur
penagihan yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan. Situasi ini
menunjukkan bahwa penerapan sistem ATA Carnet di Indonesia masih

menghadapi tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum secara optimal.



2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka
rumusan masalah yang dapat ditarik penulis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan barang impor sementara
menggunakan ATA Carnet yang tidak dire-ekspor?
b. Bagaimana kepastian hukum dalam sengketa terkait barang impor

sementara menggunakan ATA Carnet yang tidak direekspor?

B. Metode Penelitian

1.

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan

kualitatif. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum

yang berlaku, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun

konvensi internasional, khususnya terkait penggunaan ATA Carnet dalam

impor sementara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu

menggambarkan dan menganalisis permasalahan kepastian hukum dalam

praktik.

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri

dari:

a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan terkait
kepabeanan dan Konvensi Istanbul 1990;

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang
relevan;

c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan sumber penunjang

lainnya.



3. Cara/Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research),
yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data
Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran
hukum (legal interpretation) dan pendekatan perundang-undangan (statute
approach), guna mengkaji konsistensi dan kepastian norma hukum dalam
pengaturan ATA Carnet.

5. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik
kesimpulan dari ketentuan umum menuju pada permasalahan khusus yang
diteliti terkait kepastian hukum dalam penyelesaian barang impor sementara

yang tidak dire-ekspor.

C. Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Barang Impor Sementara
Menggunakan Ata Carnet Yang Tidak Dire-Ekspor

Pengaturan mengenai impor sementara dengan menggunakan ATA Carnet
di Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum kepabeanan
nasional yang juga dipengaruhi oleh ketentuan internasional. Dalam kerangka
hukum nasional, pengaturan tersebut tercermin dalam berbagai peraturan di
bidang kepabeanan yang mengatur prosedur pemasukan barang, jangka waktu
penggunaan, serta kewajiban untuk melakukan re-ekspor.

Kewajiban re-ekspor merupakan unsur utama yang membedakan impor
sementara dengan impor untuk dipakai. Apabila kewajiban tersebut tidak
dipenuhi, maka barang yang sebelumnya memperoleh fasilitas impor sementara
dapat diperlakukan sebagai barang impor biasa yang menimbulkan kewajiban
pembayaran bea masuk dan pajak impor.

Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, dalam praktik masih
ditemukan sejumlah persoalan yang memengaruhi tingkat kepastian hukum.

Salah satu persoalan utama berkaitan dengan mekanisme penentuan nilai



pabean yang digunakan sebagai dasar penghitungan denda administrasi. Selain
itu, masih terdapat ketidakjelasan mengenai identifikasi pihak yang
bertanggung jawab atas kewajiban kepabeanan, terutama dalam situasi di mana
terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penggunaan ATA Carnet.
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum
sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para

pelaku usaha maupun bagi otoritas kepabeanan.

. Kepastian Hukum Dalam Sengketa Terkait Barang Impor Sementara
Menggunakan Ata Carnet Yang Tidak Direekspor

Dalam sistem hukum kepabeanan Indonesia, penyelesaian sengketa antara
pengguna jasa dan otoritas kepabeanan pada prinsipnya dilakukan melalui
mekanisme keberatan dan banding. Mekanisme tersebut memberikan ruang
bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif untuk
mengajukan upaya hukum secara bertahap hingga ke Pengadilan Pajak.

Namun demikian, dalam konteks sengketa yang berkaitan dengan impor
sementara menggunakan ATA Carnet, masih terdapat sejumlah persoalan yang
memengaruhi efektivitas mekanisme tersebut. Salah satu persoalan yang sering
muncul adalah ketidakjelasan mengenai pihak yang secara hukum harus
bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran denda ketika kewajiban re-
ekspor tidak dipenuhi.

Selain itu, terdapat pula perbedaan pendekatan antara ketentuan yang diatur
dalam Konvensi Istanbul dengan praktik yang berkembang dalam sistem hukum
nasional. Konvensi tersebut pada dasarnya menekankan mekanisme kerja sama
antarnegara melalui lembaga penjamin nasional, sedangkan praktik penegakan
hukum di Indonesia lebih menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban fiskal
terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab secara administratif.

Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara
norma hukum internasional dan praktik hukum nasional, sehingga
mempengaruhi tingkat kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang

berkaitan dengan ATA Carnet.



E. Penutup

1.

Kesimpulan

a. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa

kepastian hukum dalam penyelesaian barang impor sementara dengan
menggunakan ATA Carnet yang tidak dire-ekspor pada dasarnya telah
diatur secara normatif, baik dalam kerangka Konvensi Istanbul maupun
melalui regulasi nasional seperti PMK 228/2014. Namun, keberadaan
norma tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan
praktik, karena masih terdapat kelemahan pada aspek substansi. Hal ini
terlihat dari adanya ketidakjelasan pengaturan, perbedaan penafsiran,
serta inkonsistensi dalam penerapannya, terutama yang berkaitan
dengan peran representative, penentuan pihak yang bertanggung jawab,

mekanisme penetapan denda, serta kejelasan status akhir barang.

. Dalam konteks penyelesaian sengketa, kepastian hukum juga belum

berjalan secara efektif. Permasalahan muncul dari belum tegasnya
pembagian tanggung jawab antar pihak, serta terbatasnya akses terhadap
upaya hukum seperti keberatan dan banding yang mensyaratkan
pemenuhan kewajiban tertentu terlebih dahulu. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kepastian hukum yang tersedia cenderung bersifat
formal-prosedural, dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan serta
kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, persoalan utama yang dihadapi bukan terletak pada

ketiadaan aturan, melainkan pada belum optimalnya kualitas pengaturan
yang ada. Ketidakjelasan norma, inkonsistensi penerapan, serta
keterbatasan dalam sistem yang berlaku berkontribusi pada lemahnya
kepastian hukum secara substantif dalam praktik kepabeanan terkait

penggunaan ATA Carnet di Indonesia.

2. Saran

a. Penyempurnaan Pengaturan Hukum Nasional



Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu
melakukan penyempurnaan aturan hukum nasional yang berkaitan
impor sementara ATA Carnet agar tidak hanya menjamin kepastian
hukum secara formal, tetapi juga secara substantif. Pengaturan yang ada
perlu mempertegas :

1) Kklasifikasi keterlambatan re-ekspor serta memastikan penerapan
sanksi yang proporsional dan berkeadilan,

2) ketegasan mengenai kedudukan dan tanggung jawab representative
dan penjamin nasional,

3) penetapan nilai pabean perlu dilakukan sejak tahap pemasukan
secara transparan guna meningkatkan kepastian dan prediktabilitas
kewajiban fiskal,

4) pengaturan yang lebih jelas mengenai status barang setelah
pembayaran denda dalam hal re-ekspor tidak dilaksanakan guna
menghindari ketidakpastian hukum dalam praktik kepabeanan,

5) meninjau kembali persyaratan pengajuan keberatan dan banding
pelunasan atau jaminan sebesar nilai tagihan denda keterlambatan
agar tidak menjadi hambatan bagi setiap pithak untuk memperoleh
keadilan.

Peningkatan Sosialisasi
Peningkatan sosialisasi mengenai penggunaan ATA Carnet perlu

dilakukan secara berkelanjutan oleh Kementerian Keuangan, Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai, serta KADIN. Sosialisasi ini penting untuk

memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kewajiban re-

ekspor, potensi sanksi, serta peran dan tanggung jawab para pihak,
termasuk pemegang carnet dan representative. Dengan pemahaman
yang memadai sejak awal, diharapkan dapat meminimalisir potensi
sengketa serta meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pemanfaatan

fasilitas ATA Carnet.
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